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Abstrak 
 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kesesuaian antara kinerja dan harapan terhadap 
kualitas belanja, disiplin belanja, ketepatan alokasi belanja, ketepatan waktu penetapan APBD, 
efisiensi dan efektifitas belanja, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja Pemerintah 
Daerah Kota Pekalongan. Obyek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kota Pekalongan 
yang difokuskan pada analisis kualitas belanja daerah Pemerintah Daerah Kota Pekalongan. 
Adapun ketentuan memperoleh data dengan informan dan teknik pemilihan informan 
menggunakan pendekatan purposive sampling, dengan kecenderungan peneliti untuk memilih 
informannya berdasarkan pertimbangan tertentu. Metode pengumpulan data menggunakan 
kuesioner, studi dokumentasi, wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan analisis 
deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, 
kualitas belanja daerah (APBD) di Kota Pekalongan relatif belum berkualitas untuk itu perlu dilakukan 
beberapa tindakan antara lain meningkatkan disiplin belanja daerah, meningkatkan ketepatan 
alokasi belanja daerah, ketepatan waktu penetapan APBD, Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas 
Belanja Daerah serta meningkatkan nilai akuntabilitas dan transparaansi pengelolaan belanja 
daerah. 
 
Kata Kunci: kualitas belanja daerah; anggaran berbasis kinerja; efektifitas; dan Pemerintah Daerah 
Kota Pekalongan 
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Pendahuluan 

Kebijakan Otonomi Daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 sebagai pengganti UU 
No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 
33 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 
Pusat dan Daerah telah melimpahkan kewenangan yang semakin luas kepada 
Pemerintah Daerah. Misi utama kedua UU tersebut adalah desentralisasi, yang sejauh ini 
telah membawa perubahan mendasar pada pola hubungan antar pemerintahan, 
keuangan antar pusat dan daerah, memperkokoh sendi-sendi perekonomian daerah, 
serta penyediaan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat (Noor, 2012). 

Konsekuensi dari pelimpahan wewenang tersebut, maka salah satu tujuan dari UU No. 
33 tahun 2004 adalah perbaikan efisiensi ekonomi, perbaikan akuntabilitas, peningkatan 
mobilitas dana dan keadilan (Salam, 2007). Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan 
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempatnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Penjelasan tersebut menyiratkan bahwa pemberian otonomi luas kepada 
daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi 
yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan 
prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan serta potensi dan 
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keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam 
kerangka ini, setiap pemerintah daerah di Indonesia diharuskan untuk merencanakan, 
menyusun, dan melaksanakan kegiatan serta pendanaan yang tercakup dalam rencana 
keuangan tahunan, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Belanja daerah perlu diprioritaskan pada peningkatan kualitas kehidupan 
masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan publik, berupa 
pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, perizinan, dan fasilitas umum 
yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pencapaian ini diharapkan 
berimplikasi dan menjadi stimulus bagi proses percepatan pembangunan di daerah. Oleh 
karena itu, diperlukan komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas belanja 
daerah.  

Juanda et al (2013) dalam kajiannya menyatakan bahwa belanja berkualitas adalah 
belanja yang dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan daerah dan dilakukan 
secara efisien dan efektif, tepat waktu dan alokasi, transparan dan akuntabel. Dalam 
penelitian Heriwibowo (2016), indikator kualitas belanja daerah dapat dilihat dari prioritas, 
alokasi dana, efektif dan efisien, akuntabilitas dan tepat waktu. Selain itu, dalam penelitian 
tersebut dijelaskan pula hubungan kualitas belanja daerah dengan kinerja pembangunan 
yang dilihat dari tingkat pengangguran, indeks gini, pertumbuhan ekonomi, PDRB 
perkapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Fatikhah (2012), Adam (2016), 
Susetyo, dkk (2017) serta  Izhar (2021) menghasilkan penelitian bahwa  secara umum 
pengelolaan belanja daerah relatif belum disiplin terhadap prioritas pembangunan. 
Ketidakdisiplinan ini cenderung disebabkan oleh kualitas dokumen perencanaan yang 
masih rendah, pelaksanaannya belum konsisten, serta keberpihakan yang masih lemah 
dalam politik anggaran. Pengelolaan belanja daerah belum sepenuhnya dapat 
dipertanggungjawabkan. Kecenderungan ini teridentifikasi dari pengelolaan belanja 
daerah yang relatif belum ekonomis, efisien, dan efektif (value for money). 

Kota Pekalongan berada pada urutan ketiga sebagai kota terpadat di Jawa Tengah 
2020. Adapun angka kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 6.219 jiwa per km persegi 
dan untuk jumlah penduduknya pada tahun 2020 mencapai 307.150 jiwa. Kota 
Pekalongan pada tahun tersebut juga menghadapi tantangan besar dalam 
penanganan Covid-19 dan banjir rob, Kondisi lingkungan fisik yang tidak pasti, akan 
mempengaruhi kondisi sosial kuantitas dan kualitas penduduk.  

Permasalahan utama yang dihadapi Pemerintah Daerah adalah memastikan 
konsistensi anggaran belanja, konsistensi program prioritas mulai dari RPJMD hingga APBD. 
Disiplin belanja yang baik menjadi fondasi yang mendukung kelancaran dan keberhasilan 
pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah daerah. Dengan menjaga disiplin belanja, pemerintah daerah dapat 
memastikan alokasi anggaran yang efisien dan efektif untuk mendukung berbagai sektor 
pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. 
Disiplin belanja juga mencakup transparansi dalam penggunaan dana publik, 
akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, serta pengawasan yang ketat terhadap 
pengeluaran dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.  

Ketepatan alokasi belanja Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam 
menentukan kualitas belanja daerah. Alokasi yang tepat sasaran dan efisien dapat 
menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan 
pembangunan di tingkat lokal. Dengan memprioritaskan sektor-sektor yang strategis 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan 
penggunaan sumber daya finansial yang terbatas. Pemilihan proyek-proyek yang 
mendesak dan berdampak signifikan secara langsung pada kesejahteraan masyarakat 
juga merupakan indikator ketepatan alokasi belanja.  

Ketepatan waktu dalam penetapan APBD mencerminkan kedisiplinan dan efisiensi 
pemerintah daerah dalam menyusun rencana keuangan tahunan. Proses penetapan 
APBD yang tepat waktu memberikan kepastian anggaran dan arah kebijakan keuangan, 
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memungkinkan pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan program-
program pembangunan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat. Dengan 
penetapan APBD yang cepat dan akurat, pemerintah daerah dapat menghindari 
ketidakpastian anggaran yang dapat menghambat pelaksanaan proyek-proyek 
strategis.  

Berdasar deskripsi tersebut maka, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan: Kesesuaian antara kinerja dan harapan terhadap kualitas belanja, disiplin 
belanja terhadap prioritas pembangunan, ketepatan alokasi belanja, ketepatan waktu 
penetapan APBD, efisiensi dan efektifitas belanja serta akuntabilitas dan transparansi 
pengelolaan belanja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan. 

Metode Analisis  

Tipe Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. 

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu 
objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 
sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran 
atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 
hubungan antar fenomena yang terselidiki. (Nazir, 2014). Adapun unit analisis penelitian ini 
adalah Pemerintah Daerah Kota Pekalongan. 

 
Jenis dan Sumber Data 

Sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau 
diwawancara (Moleong, 2010). Data Primer merupakan data yang diperoleh secara 
langsung di lapangan atau lokasi penelitian, baik langsung dari hasil wawancara, 
observasi maupun dari dokumen. Data sekunder merupakan data yang diperoleh diluar 
lapangan atau lokasi penelitian yang dapat mendukung data primer, seperti melalui 
pustaka, internet, artikel, foto, gambar dan sebagainya. 

 
Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, 
wawancara,  dan dokumentasi. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara 
sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk 
kemudian dilakukan penelitian. Bungin (2007) mengemukakan beberapa bentuk 
observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi partisipasi, 
observasi terus terang atau tersamar dan observasi tidak terstruktur.  

Interview atau Wawancara dimaksudkan untuk menyerap informasi mengenai 
persepsi, pandangan, pola pikir, pendapat/interprestasi masalah penelitian secara 
mendalam. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur secara 
mendalam dengan tetap menggunakan interview guide (pedoman wawancara).  

Studi Dokumentasi menurut Arikunto (2013) adalah mencari data mengenai hal-hal 
atau variabel yang berupa buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen 
rapat, catatan harian, dan lain sebagainya. Dokumen yang dianalisis di dalam penelitian 
ini diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 
Walikota Pekalongan, Dokumen APBD, serta Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota 
Pekalongan. 

 
Informan dan Teknik Pemilihan Informan 

Teknik penentuan informan menggunakan pendekatan purposive sampling, dengan 
kecenderungan peneliti untuk memilih informannya berdasarkan pertimbangan tertentu 
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(Sutopo, 2006).  Pimpinan SKPD merupakan Pengguna Anggaran. TAPD merupakan tim 
yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka 
penyusunan APBD. DPRD sebagai keterwakilan masyarakat dan berperan melaksanakan 
fungsi anggaran. Akademisi merupakan orang-orang yang diharapkan memiliki 
pemahaman memadai atas permasalahan yang ditiliti. 

 
Definisi Konsep dan Operasional 
Kualitas Belanja 

Belanja yang dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan daerah yang 
dilakukan secara efisien dan efektif, tepat waktu, transparan dan akuntabel. Indikator 
kualitas belanja daerah antara lain: Disiplin belanja terhadap prioritas pembangunan, 
ketepatan alokasi belanja, ketepatan waktu penetapan APBD, efisiensi dan efektifitas, 
akuntabilitas dan transparansi 
Disiplin Belanja 

Konsistensi perencanaan dan penganggaran dengan prioritas pembangunan 
daerah. Indikator disiplin belanja daerah adalah disiplin belanja terhadap prioritas 
pembangunan daerah. 
Ketepatan Alokasi Belanja 

Meliputi ketepatan alokasi belanja modal, belanja pegawai, alokasi belanja hibah 
dan bantuan sosial. Indikator ketepatan belanja. Indikator ketepatan alokasi belanja 
antara lain : Belanja modal meningkat (sekurang-kurangnya 30%), Belanja, hibah dan 
bantuan sosial tepat sasaran, Belanja pegawai < 50. 
Ketepatan Waktu Penetapan APBD 

Sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan. Indikator ketepatan waktu penetapan APBD adalah penetapan 
APBD selambat-lambatnya ditetapkan pada tanggal 31 Desember. 
Efisiensi dan Efektifitas 

Efisien menunjukan penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran 
tertentu. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah 
ditetapkan. Indikator efisiensi dan efektifitas antara lain: Penghematan dalam 
penggunaan anggaran dan dampak belanja daerah untuk kepentingan publik 
Akuntabilitas dan Transparansi 

Akuntabilitas menunjukan kewajiban mempertanggung jawabkan pengelolaan 
keuangan daerah. Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan 
masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang keuangan 
daerah. Indikator akuntabilitas dan transparansi antara lain : Pengelolaan belanja daerah 
dapat dipertanggungjawabkan , Pengelolaan belanja daerah dapat diakses publik. 

 
Teknik Pengujian Validitas Data Kualitatif 

Validitas data kualitatif mengacu pada sejauh mana hasil penelitian 
menggambarkan realitas atau kebenaran sejati dari fenomena yang dikaji. Dalam 
penelitian kualitatif, keabsahan dapat dicapai dengan memastikan bahwa data yang 
dikumpulkan serta interpretasi yang dibuat benar-benar merefleksikan sudut pandang, 
pengalaman, dan konteks partisipan. Salah satu upaya untuk meningkatkan keabsahan 
adalah melalui triangulasi, yaitu dengan mengombinasikan berbagai sumber data, 
metode, atau teori guna memverifikasi serta memperkuat hasil penelitian. Teknik triangulasi 
merupakan metode yang paling umum digunakan untuk meningkatkan validitas data, 
berfungsi sebagai alat bantu bagi peneliti dalam memperoleh data yang akurat dan 
terpercaya (Paton, 2006).  

 

Reliabilitas Data Kualitatif 
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Reliabilitas data kualitatif mengacu pada konsistensi dan ketepatan dalam 
pengumpulan serta analisis data yang dihasilkan dari penelitian kualitatif. Dalam penelitian 
kualitatif, reliabilitas dapat dicapai dengan memastikan bahwa metode pengumpulan 
data, seperti wawancara, observasi, dan dokumen, dilakukan secara konsisten di berbagai 
situasi atau partisipan. Penggunaan teknik seperti keterlibatan yang berkepanjangan dan 
pengamatan yang terus-menerus membantu dalam memahami konteks secara 
mendalam dan mencegah bias yang mungkin muncul. Untuk meningkatkan reliabilitas 
dilakukan pencatatan data secara rinci dan menerapkan prosedur yang transparan, 
sehingga penelitian dapat direplikasi oleh peneliti lain dalam konteks yang sama atau 
serupa.  

 
Teknik Analisis Data 
Analisa Survei 

Menurut Sugiyono (2010), penggunaan hasil survei dalam penelitian studi kasus tak 
selalu perlu diambil sebagai ukuran yang sebenarnya dalam menjelaskan kasus yang 
diteliti, tetapi hasil survei digunakan untuk memberikan beberapa indikasi tentang 
kelaziman fenomena yang bersangkutan. Analisis ini didasarkan pada data hasil isian 
kuesioner oleh informan. Pedoman analisis diadaptasikan dari Umar (2002) dalam bidang 
pelayanan jasa. Ada dua informasi pokok yang dianalisis dalam kuesioner, yaitu: Informasi 
tentang kinerja (kenyataan) dilapangan. Ditanyakan perihal indikator kualitas belanja, 
yang degradasi pilihannya berdasarkan skala Likert. Kuesioner yang disebarkan bersifat 
terbuka (open-ended questionnaire), dimana pilihan atas jawaban akan disertai dengan 
penjelasan dari informan mengapa ia menjawab demikian. Informasi tentang harapan 
(tingkat kepentingan). Ditanyakan perihal indikator kualitas belanja, yang degradasi 
pilihannya berdasarkan skala Likert.  
Model Analisis Interaktif 

Model analisis interaktif merupakan teknik analisis yang mengintegrasikan multi 
sumber data studi kasus, yakni data dokumentasi, observasi, wawancara serta data survei. 
Ada tiga komponen utama dalam analisis ini, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan 
simpulan serta verifikasinya. Di saat pengumpulan data, peneliti selalu membuat reduksi 
data dan sajian data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan 
membuang yang tidak perlu. Kemudian melakukan sajian data yang berupa cerita 
sistematis dan logis dengan dilengkapi perabot sajian yang diperlukan, seperti matriks, 
gambar, dan sebagainya. Dari sajian data tersebut dilakukan penarikan simpulan 
dilanjutkan dengan verifikasinya. Adapun kerangka model analisis interaktif ditunjukkan 
dalam Gambar 2. 
 

Gambar 1. Model Analisis Interaktif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasil dan Pembahasan 
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Hasil Penelitian 
Kesesuaian antara Kinerja dan Harapan terhadap Kualitas Belanja Daerah di Kota 
Pekalongan  

Berdasarkan survei yang telah dilakukan perihal penilaian informan terhadap 
indikator kualitas belanja daerah Kota Pekalongan sebagai berikut :  
Tabel 1. Penilaian Informan terhadap Indikator Kualitas Belanja Daerah Kota Pekalongan 

No Indikator 
Kinerja Rata2 Harapan Rata2 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1  

1 Disiplin belanja terhadap 
program prioritas Pemda 

30 64 12 8 0 3,8 120 24 0 0 0 4,8 

2 Alokasi belanja modal 
meningkat 

0 40 41 26 0 2,9 65 68 0 0 0 4,43 

3 Alokasi belanja subsidi, 
hibah dan bansos tepat 
sasaran 

15 80 12 6 0 3,77 50 72 6 0 0 4,27 

4 Alokasi belanja pegawai 
kurang dari 50 persen 

35 68 12 4 0 3,97 70 52 9 0 0 4,37 

5 Tepat waktu penetapan 
APBD 

25 100 0 0 30 4,17 130 16 0 0 0 4,87 

6 Efisiensi belanja daerah 0 56 36 8 0 3,33 85 52 0 0 0 4,57 
7 Efektifitas belanja daerah 0 56 36 8 0 3,33 95 44 0 0 0 4,63 
8 Pertanggungjawabkan 

pengelolaan belanja 
daerah 

15 100 6 0 0 4,03 115 20 6 0 0 4,7 

9 Transparansi pengelolaan 
belanja daerah 

0 104 6 2 1 3,77 125 20 0 0 0 4,83 

Jumlah Informan = 30 orang 
Total Rata-rata 33,07 Total Rata-rata 41,47 

  3,67   4,61 
Sumber: data primer yang diolah, 2024 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa nilai kualitas belanja yang 
diharapkan oleh informan sebesar 4,61 dan nilai dari kinerja kualitas belanja yang terjadi di 
lapangan sebesar 3,67. Artinya bahwa kinerja kualitas belanja daerah di Kota Pekalongan 
masih dibawah kondisi yang diharapkan.  
Disiplin Belanja Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah  

Berdasarkan hasil survei, terdapat 31,8% informan masih meragukan dan/atau 
menyatakan bahwa Pemerintah Daerah belum disiplin dalam merencanakan dan 
menganggarkan program atau kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Hasil penilaian 
informan ini disajikan pada Gambar sebagai berikut : 

Gambar 2. Grafik Penilaian Informan pada indikator disiplin belanja daerah  
Kota Pekalongan 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: data primer diolah, 2024 
Ketidakdisiplinan belanja muncul sebagai akibat dari kelemahan memproses produk 

perencanaan. Misalnya permasalahan di tingkat Musrembang. Seperti diketahui bahwa 
Musrembang adalah salah satu tahapan perencanaan pembangunan yang dipandang 
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sangat bermakna untuk menyerap aspirasi masyarakat. Namun kemudian, forum ini 
cenderung hanya menjadi forum “formalitas” daerah. 
Ketepatan Alokasi Belanja Daerah  

Terdapat tiga indikator yang akan dikaji, yaitu ketepatan alokasi belanja modal, 
belanja pegawai, serta belanja hibah dan bantuan sosial. Berdasarkan hasil survei, 68,18% 
informan menyatakan alokasi belanja modal tidak dapat ditingkatkan (sekurang-
kurangnya 29-30%) dari total belanja daerah. Untuk belanja pegawai, terdapat 22,72% 
informan meragukan bahwa Pemerintah Daerah dapat memenuhi alokasi belanja 
pegawai dibawah 50%. Sementara alokasi hibah dan bantuan sosial, terdapat 20,85% 
informan menyatakan bahwa alokasinya belum tepat sasaran. Penilaian tersebut disajikan 
pada Gambar sebagai berikut : 

Gambar grafik: Penilaian Informan pada Indikator Ketepatan Alokasi Belanja Modal, 
Pegawai, Hibah dan Bansos Kota Pekalongan 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: data primer diolah, 2024 

Kesulitan memperbesar alokasi belanja modal ini sering dikaitkan dengan 
kemampuan keuangan daerah yang masih rendah. Tingginya kebutuhan daerah (fiskal 
need) tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (fiscal capasity), sehingga menimbulkan 
kesenjangan fiskal (fiscal gap). Dilain sisi, jumlah pegawai Kota Pekalongan terbilang masih 
cukup besar. Oleh berbagai kalangan, kondisi ini dinilai sangat membebani APBD 
Ketepatan Waktu Penetapan APBD  

Berdasarkan hasil survei, semua informan menyatakan bahwa waktu penetapan 
APBD sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sebelum 31 Desember tahun 
berjalan. Sajian atas penilaian tersebut disajikan pada Gambar sebagai berikut : 

Gambar 3. Grafik Penilaian Informan Terhadap Indikator Waktu Penetapan APBD 
Kota Pekalongan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Data Primer diolah, 2024. 

Berdasarkan hasil kajian di lapangan, dalam kurun waktu 2018-2021, APBD berhasil 
ditetapkan sebelum tahun anggaran. Namun demikian, dalam proses penyusunan, 
pembahasan dan penetapan KUA, PPAS maupun RAPBD serta proses penyusunan APBD 
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Perubahan masih mengalami keterlambatan. Keterlambatan ini sangat berpengaruh 
terhadap proses penjabaran APBD dan pengesahan DPA SKPD, dan pada akhirnya 
berpengaruh juga terhadap pelaksanaan APBD tahun berjalan, terutama pelaksanaan 
program kegiatan yang melibatkan pihak ketiga dalam proses pengadaan barang dan 
jasa (LKPJ Walikota Pekalongan, 2018). 
Efisiensi dan Efektifitas Belanja Daerah  

Berdasarkan hasil survei, terdapat 54,54% informan menilai bahwa belanja daerah 
belum dikelola secara efisien. Terhadap efektifitas belanja, terdapat 54,54% informan 
menilai bahwa dampak dari pengelolaan belanja daerah belum efektif. Penilaian atas 
indikator tersebut disajikan pada Gambar sebagai berikut : 
Gambar 4. Grafik Penilaian Informan Terhadap Indikator Efektif dan Efisien Belanja Daerah 

Kota Pekalongan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Data Primer diolah, 2024 
Kegagalan Pemerintah Daerah dalam program efisiensi belanja daerah disebabkan 

oleh beberapa faktor, diantaranya belum berorientasi pada kinerja dan kepentingan 
publik, pengeluaran dilakukan cenderung bersifat jangka pendek, Pemerintah Daerah 
tidak proaktif untuk mengeliminasi sumber pemborosan keuangan daerah, serta tidak 
adanya pengetahuan yang memadai mengenai sifat biaya. 

Efektifitas belanja daerah juga perlu diperhatikan, dikatakan efektif jika belanja 
tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan 
publik yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Kurniawati dan 
Suhartono, 2010). Implikasi dari kemampuan tersebut pada akhirnya terindikasi pada sejauh 
mana Pemerintah Daerah dapat merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah 
ditargetkan. Semakin besar realisasi penerimaan PAD dibanding targetnya, maka dapat 
dikatakan belanja daerah semakin efektif. 
Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Belanja Daerah  

Akuntabilitas mengandung pengertian bahwa setiap bentuk pengalokasian dan 
penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada lembaga legislatif dan 
masyarakat pada umumnya. Sedangkan transparansi mengandung pengertian bahwa 
dari penggunaan anggaran tersebur dapat diakses publik sehingga memungkinkan semua 
unsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan masukan dan pertimbangan-
pertimbangan demi perbaikan pengelolaan (TADF, 2013a; Bappenas, 2011). Merujuk pada 
penjelasan tersebut, terdapat dua indikator yang akan dikaji, yaitu indikator 
pertanggungjawaban dan indikator dapat diakses publik. 

Berdasarkan hasil survei, terdapat 4,55% informan masih meragukan aspek 
pertanggungjawaban belanja daerah Kota Pekalongan. Sedangkan pada aspek 
transparansi, terdapat 13,64% informan menilai bahwa pengelolaan belanja daerah belum 
dapat diakses publik. Penilaian informan terhadap kedua indikator tersebut dapat 
ditunjukkan pada Gambar sebgai berikut : 
Gambar 5. Graik Penilaian Informan Terhadap Indikator Pertanggungjawaban dan Dapat 
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Sumber: Data primer diolah, 2024 
Berdasarkan hasil kajian di lapangan, aspek pertanggungjawaban sering 

dihubungkan dengan capaian Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang diperoleh 
oleh pemerintah Kota Pekalongan. Opini BPK yang diberikan terhadap Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pekalongan adalah memperoleh Opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP). 

Aspek pertanggungjawaban dapat dikatakan sebagai aspek yang berada di “hilir” 
dalam setiap proses penganggaran. Seberapa baik pertanggungjawaban atas proses 
tersebut, sangat tergantung pada seberapa besar nilai ekonomis, efisiensi dan efektifitas 
dari proses tersebut. Sehingga dalam pandangan Halim dan Kusufi (2012), 
pertanggungjawaban anggaran publik menjadi sangat penting bukan sekedar karena 
alokasi anggarannya sudah dilaporkan, tetapi didalamnya masyarakat dapat mengetahui 
bagaimana pejabat publik menghargai nilai dari setiap rupiah yang dikelola. Nilai-nilai 
tersebut terwujud ke dalam nilai ekonomis dari uang, nilai efisiensi dari uang, dan nilai 
efektifitas dari uang, yang secara konstitusional adalah uang rakyat. 

Pertanggungjawaban dapat saja dinilai berhasil dalam pencatatan yang bersifat 
“administratif”, tetapi belum tentu berhasil dan dapat diterima di di hadapan masyarakat. 
Penekanan ini perlu dimaknai bahwa dalam peran BPK, juga dikenal ada audit kinerja yang 
di dalamnya bertujuan untuk “memeriksa” sejauh mana nilai ekonomis, efisiensi, dan 
efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun persentase audit kinerja yang 
saat ini berlaku dinilai masih terbatas, di mana posisi pemeriksaan sekarang sekitar 50 
persen untuk mandatori audit yaitu audit laporan keuangan, 20 persen audit kinerja, dan 
30 persen audit dengan tujuan tertentu (BPK, 2014d). Sehingga Opini BPK yang “terbaik” 
(WTP) sekalipun, relatif belum menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

 
Simpulan dan Saran 

Kualitas belanja daerah (APBD) di Kota Pekalongan relatif belum berkualitas. Terdapat 
3 (tiga) faktor utama yang cenderung menyebabkan ketidakdisiplinan belanja terhadap 
prioritas pembangunan daerah, Kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran 
yang masih rendah, Pelaksanaannya yang belum konsisten, Politik anggaran yang 
cenderung belum memihak pada konsistensi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. 
Ketepatan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial relatif belum tepat sasaran. 
Pengelolaan belanja daerah di Kota Pekalongan relatif belum efisien. Dimana dapat 
dikemukanan saran antara lain meningkatkan disiplin belanja daerah, meningkatkan 
ketepatan alokasi belanja daerah, penetapan APBD, meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas 
Belanja Daerah, meningkatkan nilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja 
daerah. 

Penelitian ini memiliki nilai penting baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan 
maupun dalam penerapan praktis atau kebijakan. Dari segi ilmu pengetahuan, penelitian 
ini memberikan kontribusi dengan menghadirkan perspektif baru serta mengisi 

0,00 5,00 10,00 15,00

Belum dapat diakses publik

Belum dapat
dipertanggungjawabkan

13,64

4,55



 

 
Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi 8(2) (2025) | 586 

kesenjangan dalam bidang yang dikaji. Temuan yang dihasilkan dapat memperkaya teori 
yang sudah ada atau bahkan membuka peluang untuk pendekatan baru dalam analisis 
dan pemecahan masalah. Sementara itu, dari sisi praktik dan kebijakan, penelitian ini 
menawarkan wawasan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan 
yang lebih tepat, solusi atas tantangan yang ada, atau inovasi dalam implementasi 
kebijakan. 

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam instrumen pengumpulan data, terutama 
karena keterbatasan kuesioner dalam mengeksplorasi pandangan informan secara 
mendalam. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan penyebaran kuesioner yang lebih 
efektif agar memperoleh data yang lebih kaya secara empiris dan teoritis. Hal ini akan 
mendukung penelitian yang lebih komprehensif dan bermanfaat bagi pengembangan 
ilmu pengetahuan serta praktik. 
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